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Untuk selanjutnya memberikan kuasa penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tanggal 16 Desember 2024 (Terlampir) kepada: 

1. ISMAIL MASWATU, S.E., S.H., M.H.
2 .  TARSISIUS HANTANG, S.H., M.H.
3. EMILIANUS JEMMY, S.H., M.H.
4 . DINI FITRIANI, S.H., M.H.,CLA.
5 .  ANITA SAIFUL, S.H., M.H.
6. DONNY SUCHARI, S.H.
7 .  FACHRIA, S.H.

8. RIZKA, S.H.,CLA.
9. FACHRUDIN, S.H.

10 . NOVIANY RANINDAYA, S.H., M.H. 

16 .01961 
18. 01261
10 .02149
15 .02398
19 .10263
91565 7/012/ DPP-KAl/2018
13.00995
16 .05059
21.03704
21 .04243

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada SADAN 
ADVOKASI HUKUM JHON RICHARD BANUA - MARTHIN YOGOBI yang beralamat 
kantor di Wisma Korindo, Lt. 6, JI. MT Haryono St. No. Kav 62 RT 2/RW 2 Pancoran 
Jakarta 12780 dan JI. Yos Sudarso Distrik Wamena Kab. Jayawijaya - Papua 
Pegunungan 9951, Telp/Mobile: +62 821 6262 1404 E-mail: 
badanadvokasihukum@gmail.com ; Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama
sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Untuk selan jutnya d isebut sebagai----------------------------------------------------PEMOHON.

Terhadap: 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SELAKU KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA, yang berkedudukan di JI. SD 
Percobaan, Kee. Wamena - Kab. Jayawijaya Untuk selanjutnya disebut sebagai-------
-----------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON. 

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 
Tahun 2024 , tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 
11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, (Bukti P-3) sebagai berikut: 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945)
menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum";

■



2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d
Undand-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
mengatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus
oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29
September 2022 yang secara tegas menyatakan, " . . . . .  .Perkara perselisihan 
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 
Mahkamah Konstitusi". 

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai 
satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus peselisihan 
tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi; 

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024
(selanjutnya disebut PMK 3 / 2024 ), objek dalam perkara Perselisishan Hasil
Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil
pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu
tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT,;

6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan
mempersoalkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

■



Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, 
tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 
Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, mengenai penetapan perolehan suara hasil 
pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan 
diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, dan juga proses 
Pencalonan Peserta Pemilukada terhadap 2 Pasangan Galon lndependen yang 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Jayawijaya, terutama terkait dengan 
pelanggaran oleh pihak Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, serta Pihak 
Terkait yang dinyatakan meraih suara terbanyak, secara Terstruktur, Sistematis 
dan Massif (TSM) yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon 
dalam pokok Permohonan; 

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksan dan mengadili permohonan a quo;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024 ), yang pad a
pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan
Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, di
umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT dan
Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 13 Desember 2024, Pukul: 17.15
WIB sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang
ditetapkan. Selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada
tanggal 16 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur
dalam PMK 3/2024;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan
Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang
undangan.

Ill. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan" .. ..Permohon dalam
Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah": Pasangan Ca/on Bupati dan Wakil
Bupati;

■



12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten
Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun
2024, tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Galon peserta
pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; (Vide
Bukti P- 2);

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten
Jayawijaya Nomor: 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Galon
peserta pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun
2024, dengan Nomor Urut 4 (empat), ( Vide Bukti P- 3);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal
158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat
mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai 
berikut: 

TABEL 1. AMBANG BATAS 

No 

1. � 250.000

Jumlah Penduduk 

- > 250.000 - 500.000
3. > 500.000 - 1.000.000
4. > 1.000.000

Perbedaan Perolehan Suara 
Berdasarkan Penetapan Perolehan 
Suara Hasil Pemilihan oleh 
KPU/KIP Kabupaten/Kota 

2% 

1,5% 
1% 

0,5% 

15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Jayawijaya dengan jumlah penduduk 282.497 Jiwa (Tahun 2023) di 40 Distrik, 4
Kelurahan dan 328 Kampung. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan
perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak
paling banyak adalah sebesar 1 .5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara
tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh
Termohon adalah sebesar 225.329 Suara Sah, sehingga perbedaan perolehan
suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan
calon peraih suara terbanyak adalah paling 1.5 % x 225.329 suara (total suara sah)
= 3.379.935 Suara.

■







TABEL 2.1. PEROLEHAN SUARA PENGGABUNGAN VERSI TERMOHON 

No Nama Pasion 
 

Perolehan Suara 

1 Anthonius Wetipo - Dekim Karoba 15.555 

2 Atenius Murib - Ronny Elopere 109.954 

3 Esau Wetipo - Korneles Gombo 4.182 

4 
JHON RICHARD BANUA -

95.638 
MARTHIN YOGOBI 

TOTAL 225.329 

Penjelasan Tabel : Tabel ini menjelaskan bahwa terjadi penggabungan suara dari 
Pasangan Galon Nomor Urut 1 dan 3 kepada Pasangan Galon Nomor Urut 2 yang 
seharusnya 77 .111 suara menjadi 109.954 suara atau terjadi kenaikan suara tidak sah 
sebanyak 32.843 suara. 

22. Bahwa versi Pemohon telah terjadi penggabungan suara antara Pasangan Galon
Nomor Urut 1,2 dan 3, serta oleh Termohon dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten

Jayawijaya pada 40 Distrik yang tersebar di 54 7 TPS di Kabupaten Jayawijaya
dengan cara Operator T ermohon melakukan rekapitulasi terbalik secara berjenjang
mulai dari tingkat KPU kemudian ke tingkat Distrik dan TPS dengan menyesuaikan
Form Model D Hasil dan Form Model G Hasil tingkat TPS, sehingga jika dijumlahkan
dari tingkat TPS, PPD maupun tingkat Kabupaten maka hasilnya seragam. Modus
operan di operator KPU Jayawijaya secara terang benderang nampak jelas dalam
rincian sebagai berikut:

22.1 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik 
Asolokobal sebanyak 851 suara di 9 Kampung dan 11 TPS dari Pasion 
Nomor Urut 1 dan Pasion Nomor Urut 3 kepada Pasion Nomor Urut 2 (Vide 
Bukti P-4); 

TABEL 3. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 9 KAMPUNG 
DAN 11 TPS DI DISTRIK ASOLOKOBAL KABUPATEN JAYAWIJAYA 

PENGGABUNGA 

NO NAMA DISTRIK VERSI TPS VERSI KPU DPT 
N (KPU-TPS) 
PASLON NO 

URUT2 

NO NO NO NO NO NO NO NO 
URUT URUT URUT URUT URUT URUT URUT URUT 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ASOLOKOBAL 704 2.969 166 616 0 3.820 0 616 4.436 851 

■



Dt:STRJK KELURAHA'.NIDESA TPS DPT HOMOR 

URUT1 

"50LOKOBAL 001 522 a 
Sina<a 

002 493 a 

- 001 497 a 

H=lom 001 332 0 

- 001 205 a 

W,arna oo, 498 a 

""""'°" 001 579 0 

358 0 
Helaklwa 

354 0 

Mulonekama 001 360 0 

Y_.,a 001 239 a 

' ' ' 

PEROLEHAN SU.ARA SAH 

NONOR OMOR 

URUT2 URUT3 

503 a 

503 a 

3n a 

262 0 

172 0 

417 0 

570 0 

220 0 

220 0 

342 0 

234 0 

NOMOR PeROl.EHAN SU.A.RA :SAH 

URUT• 

5 

• 

120 

70 

33 

81 

135 

136 

,. 

Penjelasan : Tabel 3 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke 
Pasion Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) 
dengan cara sebagai berikut: 

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Galon Nomor Urut 1 sebanyak
685 suara kepada Pasangan Galon Nomor Urut 2, sementara 19 suara
dihanguskan.

- Bahwa suara Pasangan Galon Nomor Urut 3 sebanyak 166 suara dialihkan ke
Pasangan Galon Nomor Urut 2.

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Galon Nomor Urut 2 sebanyak 851 
suara. 
Bahwa atas penggabungan suara sebagimana tersebut dalam tabel 3 diatas Saksi 
Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan 
meminta untuk dibuatkan formulir G Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak 
memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan 
untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten 
Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada 
Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 
tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima 
oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon 
dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunugan berupa Surat Himbauan Nomor: 
211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan 
Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 
Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat 
kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara 
dari Pasangan Galon Nomor Urut 1 dan Pasangan Galon Nomor Urut 3 kepada 
Pasangan Galon Nomor Urut 2 sebanyak 851 suara. 
Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Galon Nomor Urut 1 dan 
Pasangan Galon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Galon Nomor 2, maka saksi 
Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan 
pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau 
Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Galon 
Nomor Urut 2 oleh T ermohon (Vide Bukti P-5) 

■



TABEL 4. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK 
ASOLOKOBAL (Vide Bukti P- 4.1 - P- 4.11) 

=--i0❖1Hiili---lll�!l� 
�ASOLOKOBAL�.969 _ 16� 

22.2 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik 
Asotipo sebanyak 5.616 suara di 10 Kampung dan 19 TPS dari Pasion 
Nomor Urut 1 dan Pasion Nomor Urut 3 kepada Pasion Nomor Urut 2 
(Vide Bukti P-6); 

TABEL 5. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG 
DAN 19 TPS DI DISTRIK ASOTIPO KABUPATEN JAYAWIJAYA 

PENGGABUNGAN 

VERSI TPS VERSI KPU (KPU-TPS) 
PASLON NO URUT 

NO NAMA 
DPT 2 DISTRIK NO NO NO NO NO NO NO NO 

URUT URUT URUT URUT URUT URUT URUT URUT 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ASOTIPO 1.587 477 840 763 0 6.093 0 2.597 8.690 5.616 

P.EROL.EHAN SU.ARA SAH 

HO DJ.S'TRJJ< J<ELU.RAH TPS DPT PEROLEHAN SU.ARA SAH 

AHIDESA HOMOR NOMOR NOMOR NOMOR 

URUT1 URU'lr2 URUT3 URUT4 

ASOTIPO 001 437 0 330 0 107 
1<uan,ap0 

002 429 0 288 0 141 

001 460 0 416 0 107 

- 002 457 0 311 0 107 

003 447 0 316 0 107 

001 586 0 312 0 268 

002 595 0 312 0 

""""""' 
003 575 0 312 0 269 

004 566 0 313 0 269 

Put&oall'Tla 001 577 0 226 0 536 

002 577 0 351 0 41 

HetxK.-na 001 379 0 273 0 106 

002 364 0 234 0 130 

lw,g,ma 001 347 0 270 0 77 

- 001 415 0 415 0 0 

H_,,■ 001 384 0 315 0 69 

,.,, Gen,m 001 448 0 436 0 100 

002 412 0 297 0 27 

H.....,,., 001 233 0 181 0 52 

Penjelasan : Tabel 5 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke 
Pasion Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) 
dengan cara sebagai berikut: 

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Galon Nomor Urut 1 sebanyak
1.587 suara kepada Pasangan Galon Nomor Urut 2;

- Bahwa suara Pasangan Galon Nomor Urut 3 sebanyak 840 suara dialihkan ke
Pasangan Galon Nomor Urut 2;

- Bahwa terdapat surat suara cadangan yang tidak digunakan dan dicoblos untuk
Pasangan Galon Nomor Urut 2 sebanyak 173 surat suara dan;

- terdapat surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih sebanyak
4.696 surat suara;

■




























































